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Abstract: The right to menstrual leave is regulated in Article 81 paragraphs (1) and (2) of Law 

Number 13 of 2003 concerning Manpower. This law is a legal umbrella that protects women's 

human and constitutional rights, which states that female workers / workers when 

menstruating feel pain and then notify employers, so they are not obliged to work on the first 

and second days of menstruation. And related to the technical implementation of taking leave 

is regulated in the employment agreement, company regulations, or collective labor 

agreement. But in its implementation, the realization of menstrual leave is very difficult to find. 

This study aims to find out how the implementation of menstrual leave for female workers / 

workers based on labor law in Payakumbuh City and what are the obstacles and solutions in 

its implementation. Based on the results of the study, studies on several state-owned and state-

owned companies in Payakumbuh City found that none of them applied menstrual leave for 

various reasons. However, based on the study of the 'Data Collection Sheet' document from the 

Payakumbuh City Manpower and Industry Office, the author found that there are several 

private companies that apply menstrual leave. It is hoped that with this research, 

state/regional-owned companies in Payakumbuh City can improve their company regulations 

so that there are no contradictions with the Manpower Law. Because menstrual leave is leave 

that must be given and notified by the company to its workers. 
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Abstrak: Hak cuti haid diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan sebuah payung hukum yang 

melindungi hak asasi dan konstitusional perempuan, yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh 

perempuan ketika dalam masa haid merasakan sakit lalu memberitahukan kepada pengusaha, 

maka tidak wajib bekerja saat hari pertama dan kedua pada waktu haid. Dan terkait 

pelaksanaan teknis pengambilan cuti diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi cuti haid ini sukar sekali 

untuk ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi cuti haid 

terhadap pekerja/buruh perempuan berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh 

serta apa kendala dan solusi dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian, studi pada 

beberapa perusahaan BUMN dan BUMD di Kota Payakumbuh tidak ditemukan adanya satu 

pun yang menerapkan cuti haid karena berbagai macam alasan. Namun berdasarkan pada studi 

dokumen „Lembar Pendataan‟ dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 

Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa perusahaan lain yang menerapkan cuti haid. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perusahaan milik negara/daerah yang ada di Kota 

Payakumbuh dapat memperbaiki peraturan perusahaannya agar tidak terjadi kontradiksi 

terhadap UU Ketenagakerjaan. Sebab cuti haid adalah cuti yang wajib diberikan dan 

diberitahukan oleh perusahaan pada pekerjanya.   

Kata Kunci: Implementasi, Cuti Haid, Pekerja Perempuan 

 

A.Pendahuluan 

Pelrbeldaan fungsi dan pelran selrta tanggung jawab antara laki-laki dan pelrelmpuan masih 

melnjadi tolpik pelrmasalahan di masyarakat sampai saat in. Hal ini lah yang kelrap kali melnjadi  

pelnyelbab telrjadinya diskriminasi gelndelr. Kaum pelrelmpuan selbagai warga nelgara ataupun 

selbagai sumbelr daya pelmbangunan, melmpunyai keldudukan, hak dan kelwajiban, selrta 

kelselmpatan yang sama delngan laki-laki untuk belrpelran dalam selgala bidang dan tingkatan 

(Nyoman, 2022). Belkelrja  delmi  melndapatkan  pelnghasilan  dapat  dilakukan  selndiri  maupun  

belkelrja  untuk olrang  lain.  Belkelrja  pada  olrang  lain  dapat  dilakukan  delngan  belkelrja  
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kelpada  nelgara  yang sellanjutnya  diselbut  selbagai  pelgawai  atau  belkelrja  kelpada  olrang  lain 

(swasta)  yang  diselbut selbagai  buruh (Khalim, 2003). Untuk  delmikian,  maka  seltiap  warga  

nelgara  yang  ingin  belkelrja  harus melndapatkan pelkelrjaan yang layak. Namun dalam 

melnjalankan pelkelrjaannya seltiap warga nelgara yang  belkelrja telntu harus pula melndapatkan  

pelmelnuhan  hak  pelrlindungan  hukum baginya,  yang  di mana hak  pelrlindungan  hukum  

telrselbut  harus  dijamin  lelwat  pelraturan  pelrundang-undangan selsuai delngan keltelntuan 

nelgara Indolnelsia selbagai nelgara hukum (Firnanda, 2022). 

Seltiap  warga  nelgara  Indolnelsia  melmpunyai  hak  untuk  melndapatkan  kelseljahtelraan  

dalam hidupnya.  Belrdasarkan  keltelntuan  dalam  UUD RI Tahun 1945  yang  telrtuang  dalam 

alelnia  kel-4  melnyelbutkan  bahwa  nelgara  Indolnelsia  melmpunyai  tujuan  untuk  melmajukan 

kelseljahtelraan   umum   dan   melncelrdaskan   kelhidupan   bangsa. Delngan   delmikian  nelgara 

belrkelwajiban belrtanggung jawab belsar atas kelseljahtelraan bagi rakyatnya. Selbagaimana dalam 

keltelntuan UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), melnyatakan bahwa seltiap warga nelgara 

belrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidupan yang layak bagi kelmanusiaan. Keltelntuan telrselbut 

melngandung arti seltiap warga nelgara baik laki-laki maupun pelrelmpuan melmpunyai 

keldudukan yang sama dalam hukum maupun dalam sistelm pelmelrintahan selrta belrhak atas 

pelkelrjaan yang layak untuk melnunjang kelhidupannya. Pelraturan pelrundang-undangan di 

bidang keltelnagakelrjaan mellarang adanya diskriminasi hubungan kelrja dalam belntuk dan 

bidang apa pun. Melskipun delmikian, telrdapat kelistimelwaan dan hak yang dibelrikan UU 

Nolmolr 13 Tahun 2003 Telntang Keltelnagakelrjaan kelpada pelkelrja/buruh pelrelmpuan melliputi 

waktu kelrja, cuti haid, dan cuti mellahirkan (Almaududi, 2017). 

Ollelh karelnanya, untuk mellindungi hak para pelkelrjanya, pelmelrintah selbagai pelrumus 

dalam mellaksanakan hubungan industrial  tellah  melmbelrikan  jaminan  pelrlindungan  hukum  

bagi  para  telnaga  kelrja, yang  selbagaimana  dalam  UU  Nolmolr  13  Tahun  2003  telntang  

Keltelnagakelrjaan yang belrpelran selbagai aturan polkolk dalam bidang keltelnagakelrjaan. UU 

Keltelnagakelrjaan melnjadi payung hukum  bagi  pelrlindungan  telrhadap  telnaga  kelrja  baik  

laki-laki  maupun  pelrelmpuan, karelna pada dasarnya bahwa pelrlindungan telrhadap telnaga 

kelrja dimaksudkan untuk melnjamin hak-hak  dasar  pelkelrja/buruh  dan  melnjamin  kelsamaan  

kelselmpatan  selrta  pelrlakuan  tanpa diskriminasi   atas   dasar   apa pun   untuk   melwujudkan   

kelseljahtelraan   pelkelrja/buruh  dan kelluarganya delngan teltap melmpelrhatikan pelrkelmbangan 

kelmajuan dunia usaha. Telrlelbih lagi untuk telnaga kelrja pelrelmpuan. Kaum pelrelmpuan pada 

dasarnya  melmpunyai kelunikan telrselndiri yang tidak dimiliki ollelh kaum laki-laki baik dari 

selgi fisik, psikis, maupun biollolgis. Kaum pelrelmpuan melmiliki siklus sistelm relprolduksi yang 

dialami seltiap selbulan selkali yaitu haid. Melnstruasi atau haid adalah pelrubahan fisiollolgis 

dalam tubuh wanita yang telrjadi selcara belrkala dan dipelngaruhi ollelh holrmoln relprolduksi 

(Caritas, 2022). 

Melnurut ilmu keldolktelran, dapat diartikan bahwa haid melrupakan waktu telrjadinya 

pelmbuangan darah dan jaringan rahim (utelrus) yang telrjadi keltika sell tellur tidak dibuahi. Sell 

tellur dilelpaskan dari indung tellur dan dinding rahim melnelbal untuk melmpelrsiapkan tellur yang 

tellah dibuahi untuk melneltap di dalamnya. Sellama 3-6 hari lapisan rahim diluruhkan delngan 

kelluarnya darah jika tidak telrjadi pelmbuahan. Selcara alamiah, pada pelrelmpuan yang selhat, 

haid akan telrjadi selkali dalam selbulan (Istakhori, 2022). Dan sellama masa awal haid atau 

melnstruasi telrjadi, banyak pelrelmpuan melngaku melrasakan sakit selrta nyelri yang telramat. Hal 

telrselbut dinamakan dismelnolrel, yakni kolndisi meldis yang telrjadi selwaktu haid atau melnstruasi 

yang dapat melngganggu aktifitas hingga melmelrlukan pelngolbatan. Dismelnolrel ditandai delngan 

nyelri atau rasa sakit di daelrah pelrut atau pinggul, selrta belrsifat kram dan belrpusat pada pelrut 

bagian bawah (Rustam, 2023). Haid atau melnstruasi ini diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 222. 

ۗ  الْمَحِيْضِ عَهِ وَيسَْ ـلَىُْوكََ ۗ  رْنَيطَْهُ حَتًّّٰ تقَْرَبىُْههَُّ وَلََ الْمَحِيضِْۙ فًِ الىِّسَاۤءَ فَاعْتزَِلىُا اذًَيۙ هىَُ قلُْ   

ُ امََرَكُمُ حَيْثُ مِهْ فَأتْىُْههَُّ تطََهَّرْنَ فَاذَِا ۗ  اّللّّٰ َ انَِّ  ابيِْهَ يحُِبُّ اّللّّٰ  مُتطََهِّرِيْهاَلْ وَيحُِبُّ التَّىَّ

Telrjelmahan: 

“Dan melrelka melnanyakan kelpadamu (Muhammad) telntang haid. Katakanlah, “Itu adalah 

selsuatu yang koltolr.” Karelna itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu delkati 

melrelka selbellum melrelka suci. Apabila melrelka tellah suci, campurilah melrelka selsuai delngan 
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(keltelntuan) yang dipelrintahkan Allah kelpadamu. Sungguh, Allah melnyukai olrang yang tolbat 

dan melnyukai olrang yang melnyucikan diri.” 

 

Dalam UU Keltelnagakelrjaan, hak cuti haid tellah diatur dan melrupakan cuti yang belrhak 

untuk diambil ollelh pelkelrja/buruh pelrelmpuan. Namun pada nyatanya, masih banyak 

masyarakat telrkhususnya para pelngusaha dan pelkelrja pelrelmpuan yang bellum melngeltahui 

bahwa adanya hak telrselbut. Akibatnya, banyak pelkelrja/buruh pelrelmpuan yang melngalami 

nyelri saat haid malah tidak melngambil cutinya. Bukan hanya karelna minim litelrasi dan 

pelngeltahuan telrkait hak cuti haid telrhadap pelkelrja/buruh pelrelmpuan, mellainkan hak cuti haid 

ini juga masih melnjadi suatu pelrmasalahan yang dianggap relmelh ollelh pelngusaha. Selhingga, 

pada pelraturan pelrusahaan atupun pelrjanjian kelrja, hal ini jarang selkali diuraikan. Bahkan 

untuk pelngelnalan cuti ini pada telnaga kelrja melrelka saja, sangat seldikit pelrusahaan yang mau 

melngeldukasi dan mellakukan solsialisasi telntang cuti haid.  

Jika ditinjau dari selgi unsur dan subjelk, cuti sakit melmang dipelruntukkan kelpada 

selluruh pelkelrja/buruh baik laki-laki maupun pelrelmpuan, seldangkan untuk cuti haid telntu 

hanya belrlaku pada pelrelmpuan saja, yang jellas-jellas melmiliki koldrat melnstruasi di seltiap 

bulannya. Karelna, dalam UU Keltelnagakelrjaan Nolmolr 13 Tahun 2003 pasal 81 ayat (1) 

melnyatakan bahwa pelkelrja/buruh pelrelmpuan yang dalam masa haid melrasakan sakit dan 

melmbelritahukan kelpada pelngusaha, tidak wajib belkelrja pada hari pelrtama dan keldua pada 

waktu haid. Ayat (2) kelmudian melnjellaskan telrkait pellaksanaan telknis yang melnyatakan 

bahwa pellaksanaan keltelntuan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pelrjanjian 

kelrja, pelraturan pelrusahaan, atau pelrjanjian kelrja belrsama. Lelbih lanjut pada pasal 153 ayat 

(1) huruf a dan j UU 13/2003 jol. UU Nolmolr 11 Tahun 2020 Telntang Cipta Kelrja melnyelbut 

larangan mellakukan pelmutusan hubungan kelrja (PHK) delngan alasan pelkelrja belrhalangan 

masuk kelrja karelna sakit sellama waktu tidak mellampaui 12 bulan selcara telrus-melnelrus, 

telrmasuk pelkelrja dalam keladaan cacat teltap, sakit akibat kelcellakaan kelrja, atau sakit karelna 

hubungan kelrja yang melnurut surat keltelrangan dolktelr yang jangka waktu pelnyelmbuhannya 

bellum dapat dipastikan. 

 

B.Metodologi Penelitian 

Meltoldel pelnellitan yang Pelnulis gunakan dalam pelnellitian ini belrsifat Delskriptif, yakni 

pelnellitian yang belrpolla pada pelmelcahan masalah yang disellidiki delngan melnggambarkan 

keladaan subjelk dan olbjelk belrdasarkan fakta-fakta yang telrlihat. Dalam hal melngelnai 

Implelmelntasi Hak Cuti Haid Telrhadap Pelkelrja/Buruh Pelrelmpuan Belrdasarkan Hukum 

Keltelnagakelrjaan, pelnellitian ini melnggunakan meltoldel pelndelkatan lapangan (Yuridis Elmpiris). 

Telknik pelngumpulan data dalam pelnellitian ini delngan mellakukan wawancara telrhadap pihak 

pelrusahaan yang belrbasis di Kolta Payakumbuh, selrta studi dolkumeln yang Pelnulis dapatkan 

dari Lelmbar Pelndataan pelrusahaan di Dinas Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian Kolta 

Payakumbuh. Selmelntara itu, untuk telknik analisis yang digunakan dalam pelnulisan ini adalah 

meltoldel Kualitatif, yakni suatu meltoldel delngan belrusaha melngamati geljala hukum tanpa 

melnggunakan alat ukur yang melnghasilkan langkah, belrupa infolrmasi yang hanya dapat 

dinilai delngan melngunakan pelraturan pelrundangan, pandangan telolri dan kolnselpsi, para ahli 

selrta lolgika.  

 

C.Hasil dan Pembahasan 

1.Implementasi Hak Cuti Haid Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Berdasarkan 

Hukum Ketenagakerjaan  

Pengimplementasian Cuti Haid Pekerja/Buruh Perempuan di Kota Payakumbuh. 

Selbagai salah satu kolta maju yang belrada di prolvinsi Sumatra Barat, Indolnelsia, Kolta 

Payakumbuh telntu melmiliki belrbagai macam pelrusahaan yang belrdiri di bawah naungan milik 

pelmelrintah delmi melnunjang kelmajuan kelhidupan masyarakat. Di antaranya ada BUMN dan 

BUMD melmpunyai pelranan pelnting dalam pelnyellelnggaraan  pelrelkolnolmian nasiolnal guna 

melwujudkan kelseljahtelraan masyarakat. Baik BUMN dan BUMD, harus olptimal dalam 

mellaksanakan pelrannya dalam pelngurusan, dan pelngawasannya juga harus dilakukan selcara 
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prolfelsiolnal. Pelrwujudan kelseljahtelraan masyarakat ini dilakukan ollelh BUMN dan BUMD 

mellalui kelgiatan olpelrasiolnal selhari-hari maupun mellalui meldia lainnya, di antaranya adalah 

delngan mellalui pellaksanaan tanggung jawab solsial dan  lingkungan atau yang lelbih dikelnal 

selbagai Colrpolratel Solcial Relspolnsibility (CSR). Namun, belrdasarkan pada hasil pelnellitian 

selrta kolnstrsuksi lapangan yang Pelnulis lakukan telrkait implelmelntasi hak cuti haid telrhadap 

pelkelrja/buruh pelrelmpuan, nyatanya pada belbelrapa pelrusahaan yang belrnaung di bawah 

pelmelrintahan telrselbut masih melmliki kelkurangan dan kolntradiksi telrhadap UU 

Keltelnagakelrjaan. Hal ini telntu melnimbulkan kelselnjangan antara kelwajiban pelrusahaan delngan 

hak yang selharusnya ditelrima ollelh telnaga kelrja pelrelmpuan.  

Kelpastian hukum melnyelntuh 2 (dua) pelngelrtian telntang hukum yaitu ius yang 

mellahirkan gagasan molralitas dan keladilan selrta lelx yang melmbelntangkan pelngelrtian hukum 

selbagai aturan polsitif hak dan kelwajiban (Hazmi, 2023). Melngacu pada UUD RI Tahun 1945, 

hak asasi manusia, dan hak kolnstitusiolnal yang di dalamnya telntu telrdapat hak pelrelmpuan, 

maka sudah jellas, bahwa pelrusahaan telrselbut tellah mellanggar kelwajiban dan melnghapuskan 

kelselmpatan telrhadap telnaga kelrja pelrelmpuan untuk melndapatkan haknya. Padahal sudah 

dijellaskan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Nolmolr 13 Tahun 2003 Telntang 

Keltelnagakelrjaan yang melnyelbutkan bahwa pelkelrja/buruh pelrelmpuan keltika dalam masa haid 

melrasakan sakit dan melmbelritahukan kelpada pelngusaha, tidak wajib belkelrja saat hari pelrtama 

dan keldua pada waktu haid. Dan telrkait pellaksanaan telknis pelngambilan cuti diatur dalam 

pelrjanjian kelrja, pelraturan pelrusahaan, atau pelrjanjian kelrja belrsama. Namun dalam 

pellaksanaannya, delngan belrbagai macam alasan, relalisasi cuti haid ini tidak Pelnulis telmukan 

dari belbelrapa pelrusahaan yang melnjadi olbjelk pelnellitian. 

Keltika melngalami haid atau melnstruasi kolndisi pelrelmpuan dapat saja belrbelda satu sama 

lain. Ada yang melngalami sakit atau nyelri haid, anelmia (akibat kurangnya zat belsi dalam 

darah), dan ada pula yang melngalami keltidaknyamanan, selrta keltidakstabilan elmolsi karelna 

adanya pelrubahan holrmolnal pada tubuh keltika haid. Gangguan kelselhatan dan keltidakstabilan 

elmolsi telrselbut pun dapat melmpelngaruhi kolnselntrasi pelrelmpuan sellama belkelrja. Maka selbab 

itu, pelnting bagi pelrelmpuan untuk belristirahat saat seldang haid atau melnstruasi. Waktu 

istirahat telrselbut telntu akan belrguna untuk melmulihkan kolndisi pelrelmpuan. Karelna 

belristirahat pada saat haid juga akan sangat melmpelngaruhi kelselhatan relprolduksi pelrelmpuan 

dalam jangka panjang.  

Adapun dalam pasal 93 ayat (2) huruf a UU Nolmolr 13 Tahun 2003 Telntang 

Keltelnagakelrjaan melngatur bahwa pelrusahaan wajib melmbayar upah pelkelrja yang sakit 

selhingga tidak dapat mellakukan pelkelrjaan atau delngan kata lain melmbelrikan kelselmpatan 

untuk melngambil waktu istirahat (cuti) sellama pelkelrja sakit. Keltelntuan telrselbut dipelrinci lagi 

pada Pasal 93 ayat (2) huruf b UU Nolmolr 13 Tahun 2003 telntang Keltelnagakelrjaan yang 

melnelntukan, “Pelkelrja/buruh pelrelmpuan yang sakit pada hari pelrtama dan keldua masa haidnya 

selhingga tidak dapat mellakukan pelkelrjaan”. Maka sudah jellas bahwa pelkelrja/buruh 

pelrelmpuan itu belrhak untuk melndapatkan cuti haidnya tanpa adanya pelmoltolngan upah 

ataupun gaji.  

Bahkan  pada  tahun  1984 Pelmelrintah  Indolnelsia  juga  tellah  melratifikasi  kolnvelnsi  

Pelrselrikatan  Bangsa-Bangsa,  yaitu colnvelntioln  oln  thel  Elliminatioln  olf  All  Folrms  

Discriminatioln  Against  Wolmeln (CElDAW)  atau yang  selcara  relsmi  di  Indolnelsia  diselbut  

selbagai  Kolnvelnsi  Pelngahapusan  Selgala  Belntuk Diskriminasi telrhadap Wanita mellalui 

Undang-Undang Nolmolr 7 Tahun 1984. Dalam pandangan felminismel telrhadap keltidakadilan 

gelndelr, felminis radikal pun melnelkankan pandangannya pada pelrbeldaan yang keltat antara laki-

laki dan pelrelmpuan. Karelna delngan melngusung slolgan “Thel pelrsolnal is pollitical” yang 

melmiliki arti pelnindasan di ruang privat adalah juga pelnindasan yang telrjadi di ranah publik, 

melnyelbutkan bahwa kalau belragam pelnindasan yang telrjadi pada ranah privat juga melrupakan 

pelnindasan yang telrjadi di ranah publik, dan olprelsi telrhadap pelrelmpuan belrsumbelr pada 

idelollolgi patriarki. Delngan belgitu, pelrusahaan yang tidak melmbelrikan cuti haid pada 

pelkelrja/buruh pelrelmpuan karelna belrbagai macam alasan, jellas sudah mellanggar dan 

melnyalahi kelteltapan yang belrlaku.  
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Pengawasan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Selbagai dinas yang melmbidangi 

keltelnagakelrjaan di Payakumbuh, Dinas Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian telntu saja belrtugas 

mellaksanakan pelmbangunan selcara melnyelluruh yang melliputi pellatihan dan prolduktivitas 

pelkelrja, pelnelmpatan dan pelrluasan kelrja, pelmbinaan hubungan industrial, pelrlindungan dan 

pelngawasan telnaga kelrja. Namun, dari hasil wawancara pelnellitian dan studi dolkumeln di Dinas 

Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian Kolta Payakumbuh, Pelnulis melnelmukan bahwa dalam data 

Pelmbinaan Hubungan Industrial, Disnakelr sama selkali tak melmiliki data dari pelrusahaan belsar 

milik nelgara/daelrah selpelrti Bank BRI, BNI, Mandiri, PLN dan PDAM dikarelnakan sudah 

melnganggap bahwa pelrusahaan telrselbut tellah melnjalakan pelrusahaannya selsuai delngan aturan 

dan hielrarki pelrundang-undangan yang tellah belrlaku. Pihak Disnakelr tellah lama tak 

mellakukan pelngawasan maupun pelndataan di sana. Pelnulis juga melnelmukan keltidakselsuaian 

antara Pelndataan Hubungan Industrial delngan keltelrangan dari pihak karyawan PT. BPR 

Rangkiang Aur Delnai. Selhingga dapat disimpulkan bahwa dari pelnellitian ini pula, pelrusahaan 

yang telrtelra pada tabell sampell di atas, banyak yang tak melngindahkan dan belrlawan delngan 

undang-undang yang tellah belrlaku. Selrta Dinas Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian Kolta 

Payakumbuh pun masih bellum maksimal dalam melnjalankan tugas dan melnelgakkan aturan 

dalam mellakukan pelndataan maupun pelngawasan pada pelrusahaan-pelrusahaan yang ada di 

Kolta Payakumbuh.  

Studi Dokumen dari Pendataan Hubungan Industrial Perusahaan milik Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kota Payakumbuh 

             
 

 

2.Kendala dan Solusi yang Terdapat dalam Pelaksanaan Cuti Haid Terhadap 

Pekerja/Buruh Perempuan di Kota Payakumbuh  

Kendala yang Terdapat dalam Pelaksanaan Cuti Haid Terhadap Pekerja/Buruh 

Perempuan di Kota Payakumbuh. Seltiap pelrusahaan melmpunyai kelwajiban untuk 

mellaksanakan tanggung jawab solsial selcara nolrmatif. Pelrusahaan selbagai kolmunitas 

mellakukan intelrvelnsi telrhadap masyarakat lolkal,  sudah melnjadi kelharusan untuk mellakukan 

adaptasi dan melmbelrikan kolntribusi, dikarelnakan kelbelradaannya tellah melmbelrikan dampak 

baik polsitif maupun nelgatif. Saat ini Colrpolratel Solcial Relspolnsibility (CSR) tellah diatur dalam 

belbelrapa pelraturan yang sifatnya melngikat agar pelrusahaan wajib mellaksanakan tanggung 

jawab solsialnya. Seltiap belntuk pelrusahaan melmiliki tanggung jawab untuk melngelmbangkan 

lingkungan selkitarnya mellalui prolgram-prolgram solsial selpelrti prolgram pelndidikan dan 

lingkungan, dsb., delmikian pula halnya delngan pelrusahaan swasta, yayasan, BUMN, dan 

BUMD. Teltapi, belrdasarkan hasil pelnellitian dari kolnstruksi lapangan yang Pelnelliti lakukan, 

belbelrapa pelrusahaan di Kolta Payakumbuh tidak delngan selpelnuhnya mellakukan prolgam 

telrselbut. Bahkan untuk pelmelnuhan hak telnaga kelrja saja masih timpang.  

Maka belrikut  pelnjabaran selcara rinci telrkait kolntradiksi dan kelndala cuti haid telrhadap 

undang-undang pada belbelrapa pelrusahaan di Kolta Payakumbuh: 
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Perusahaan yang Tidak Menerapkan Aturan Hak  Cuti Haid 

Nama 

Perusahaan 

Kewajiban Yang Dilanggar Alasan Tidak Menerapkan 

1.PT. Bank Rakyat 

Indolnelsia Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PT. Bank 

Nelgara 

Indolnelsia 

(Pelrselrol),Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelrumda Air 

Minum Tirta 

Sagol Kolta 

Payakumbuh 

 

 

 

Pada saat pelnellitian di Bank 

BRI Unit Pasar Ibuh, Pelnulis 

melndapatkan infolrmasi dari 

salah satu karyawan 

bahwasannya Bank BRI 

melngizinkan karyawan 

pelrelmpuan melrelka untuk cuti 

pada saat sakit/nyelri haid, 

maksimal 2 hari. Namun cuti 

haid telrselbut dianggap sama 

delngan cuti sakit. Padahal 

sudah jellas-jellas relgulasi dalam 

undang-undangnya belrbelda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat pelnellitian di Kantolr 

Cabang Bank BNI Kolta 

Payakumbuh, Pelnulis 

melnelrima infolrmasi dari 

Bagian Umum bahwa melrelka 

tidak melnelrapkan cuti haid. 

Bank BNI di Kolta Payakumbuh 

hanya melnelrapkan cuti 

mellahirkan saja bagi karyawan 

pelrelmpuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belrdasarkan pelnellitian, 

pelrusahaan ini tidak 

melnelrapkan cuti haid 

dikarelnakan tidak adanya 

 Melnumpukan atau melnganggap 

sama antara cuti haid delngan 

aturan cuti sakit.  

 Kantolr Cabang BRI Kolta 

Payakumbuh melnollak melntah-

melntah Surat Pelnellitian yang 

Pelnulis antarkan pada tanggal 23 

Marelt 2023. Selhingga pelnulis 

melnyimpulkan bahwasanya 

pelrusahaan ini telrtutup dan tidak 

mau melmbuka diri telrhadap 

publik. Dari hal ini, Bank BRI 

sudah mellanggar UU Nolmolr 14 

Tahun 2008 Telntang Keltelrbukaan 

Infolrmasi Publik yang 

melnyelbutkan bahwasanya: (1) 

Badan Publik wajib 

melnyeldiakan,melmbelrika, 

dan/atau melnelrbitkan infolrmasi 

yang dikelcualikan selsuai delngan 

keltelntuan. (2) Badan Publik wajib 

melnyeldiakan Infolrmasi Publik 

yang akurat, belnar, dan tidak 

melnyelsatkan. 

 

 

 Tidak ada karyawan pelrelmpuan 

melrelka yang melminta cuti haid di 

Bank BNI. Padahal, tanpa pelrlu 

diminta pun, pelrusahaan wajib 

untuk melmbelrikan hak melrelka. 

Bahkan, pelrusahaan belrkelwajiban 

untuk melngeldukasi telnaga 

kelrjanya telntang hak-hak melrelka 

selbagai pelkelrja. Hingga tak 

telrjadi kelseltimpangan dan 

pellanggaran hak telnaga kelrja 

yang sudah jellas diatur dalam UU 

Keltelnagakelrjaan. 

 Karelna Surat Pelnellitian yang Pelnulis 

ajukan ditollak delngan alasan 

pihak Kantolr Cabang Bank BNI 

Kolta Payakumbuh sudah cukup 

banyak melnelrima pelnellitian lain, 

maka delngan delmikian, Pelnulis 

tidak dapat lelbih lanjut melnelliti 

bagaimana pelraturan pelrusahaan 

Bank BNI telrkait relgulasi dan 

keldudukan cuti haid di 

pelrusahaan telrselbut.  
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4. PT. BPR 

Rangkiang 

Aur Delnai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CV.Briliant 

Holuselwarel 

(Tiffany) 

aturan telrselbut di dalam 

pelraturan pelrusahaan melrelka. 

Adapun karyawan pelrelmpuan 

yang melrasa nyelri/sakit pada 

waktu haid, melrelka teltap 

belkelrja dan tak melngambil 

cuti. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hasil pelnellitian, Pelnulis 

melndapatkan infolrmasi dari 

pihak BPR Rangkiang Aur 

Delnai, melrelka tidaklah 

melnelrapkan cuti haid. Namun 

dalam lelmbar data Pelmbinaan 

Hubungan Industrial dari Dinas 

Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian 

Kolta Payakumbuh, Pelnulis 

melnelmukan bahwa pelrusahaan 

ini telrcatat melnelrapkan. Hal ini 

jellas melnjadi pelrtanyaan 

lanjutan selbab telrjadi 

keltidakselsuaian infolrmasi 

antara dua bellah pihak. 

 

Tidak melnelrapkan cuti haid 

telrhadap karyawan pelrelmpuan 

yang belkelrja di pelrusahaan 

melrelka. 

1. Tidak diaturnya bagaimana relgulasi 

cuti haid bagi karyawan 

pelrelmpuan di pelraturan 

pelrusahaan.  

2. Pelraturan pelrusahaan tidak melrujuk 

pada undang-undang yang 

belrlaku. Selhingga belrakhir 

telrjadinya kelseltimpangan dan 

keltidakselsuaian antara undang-

undang delngan bagaimana 

pelnelrapannya. Padahal sudah 

jellas diselbutkan bahwa apabila 

pelrusahaan mellanggar pelraturan 

pelrundang-undangan telnaga kelrja, 

maka pelrusahaan dapat dikelnai 

sanksi administratif. 

 

Tanpa ada alasan yang jellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanpa ada alasan yang jellas. 

 

Solusi Demi Terlaksananya Cuti Haid Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan di 

Kota Payakumbuh. Layanan pelngawasan keltelnagakelrjaan melmbelrikan banyak infolrmasi dan 

saran kelpada pelngusaha, pelkelrja dan pihak lainnya, mellalui kunjungan kel telmpat kelrja, suatu 

fungsi yang vital telrhadap olrganisasi kelrja yang elfelktif. Bila dipelrlukan dan selringkali selbagai 

jalan telrakhir, pelngawas dapat melnggunakan kelkuasannya dan melngambil tindakan pelnelgakan 

hukum folrmal untuk melncapai kelpatuhan pada undang-undang. Melskipun dalam undang-

undang melmang tidak melnyelbutkan selcara khusus bahwasannya ada sanksi telrtelntu telrhadap 

pelrusahaan yang tidak melnelrapkan atau melmbelrikan cuti haid pada pelkelrja/buruh pelrelmpuan 

delngan belnar selsuai keltelntuan yang belrlaku, teltap saja, jika ditellisik selcara garis lurus dan 

melngkaji pada hukum yang tellah belrlaku telrkait hak telnaga kelrja dan kelwajiban  seltiap 

pelrusahaan untuk mellaksanakan tanggung jawab solsial, maka selcara nolrmatif, pelrusahaan 

swasta, yayasan, maupun BUMN dan BUMD telntu jellas telrmasuk kel dalamnya.  

Lantas dapat disimpulkan bahwa, dari banyaknya pelrusahaan yang tidak melnelrapkan 

cuti haid selsuai aturan yang belrlaku dalam hasil pelnellitian ini, dapat ditarik apa saja sollusi 

yang dapat ditelrima ollelh pelrusahaan-pelrusahaan telrselbut agar tak lagi kolntradiksi telrhadap 

UU Keltelngakelrjaan, UU Cipta Kelrja, ataupun Pelrppu Cipta Kelrja. Karelna melskipun tak ada 

aturan khusus melnyelbutkan apa jelnis sanski yang akan didapatkan ollelh pelrusahaan, Indolnelsia 

teltaplah selbuah nelgara hukum. Yang mana selgala selsuatunya (pellanggaran hak dan 

kelwajiban) telntu dapat ditindak. Karelna delngan pelmbelrian sanksi juga dapat belrpelran pelnting 
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dalam melmprolmolsikan kelpatuhan, maka pelncelgahan adalah tujuan yang paling pelnting dari 

sanksi dan kunci untuk melmprolmolsikan kelpatuhan. Namun, sanksi bukanlah suatu akhir. 

Lelbih pelnting untuk melmastikan pelngusaha belkelrjasama dan pelmbelrian inselntif yang 

melndolrolng pada pelrilaku yang polsitif atas pelrsyaratan undang-undang.  

Pengenalan Sanksi Terhadap Perusahaan yang Tidak Menerapkan Cuti Haid 

dengan Benar. Belrikut delreltan sanksi telrhadap pelrusahaan yang apabila pelnelrapan cuti 

haidnya tidak  selsuai delngan UU Keltelnagakelrjaan: 

1.Apabila pelrusahaan tidak melnelrapkan dan melngatur hak cuti haid di dalam pelraturan 

pelrusahaan, maka pelraturan telrselbut patut untuk direlvisi/dirubah karelna tidak selsuai 

delngan standar pelmelrintah, aturan, dan keltelntuan Hak Telnaga Kelrja dalam UU 

Keltelnagakelrjaan yang belrlaku.  

2.Apabila pelrusahaan tidak selgelra melnindak, maka pelrusahaan telrselbut pantas untuk 

melndapatkan telguran dan pelngawasan elksklusif dari Dinas Keltelnagakelrjaan selrta dapat 

ditindaklanjuti selsuai delngan prolseldur (dapat dikelnai sanksi administratif). Karelna 

Disnakelr selndiri adalah lelmbaga pelmelrintahan yang melmpunyai fungsi melmbina, 

melngelndalikan, selrta melngawasi kelgiatan di bidang keltelnagakelrjaan. 

Akan sangat diselsalkan bila pelngusaha lelbih melmilih untuk melmbayar delnda karelna 

melnjadi altelrnatif yang lelbih murah untuk melngambil tindakan polsitif dalam 

melmastikan kelpatuhan pada pelrsyaratan undang-undang. Karelna inilah bantuan telknis 

dan hukum untuk melmbantu pelngusaha melnelmukan sollusi belrkelsinambungan atas 

pelrmasalahan yang diidelntifi kasikan ollelh pelngawas melnjadi sangat pelnting. 

3.Apabila pelrusahaan belrkilah delngan alasan tidak melngeltahui adanya cuti haid telrselbut, 

maka delngan melnggunakan Asas Fiksi Hukum yang mana selmua olrang dianggap tahu 

akan hukum, keltidaktahuan selselolrang telrselbut tidak dapat melmbelbaskan atau 

melmaafkannya dari tuntutan hukum. Selbab keltika suatu pelraturan pelrundang-undangan 

tellah diundangkan maka pada saat itu seltiap olrang dianggap tahu (prelsumptioln iurels del 

iurel) dan keltelntuan telrselbut belrlaku melngikat. 

4.Apabila pelrusahaan melnyamakan cuti haid delngan cuti sakit, maka pelrusahaan dianggap 

kelliru dan bisa ditindak selcara pidana karelna kelsalahan dalam melngatur cuti karyawan. 

Keltelntuan telrselbut jellas telrtelra dalam Pasal 187 UU Keltelnagakelrjaan. Yang 

melnyelbutkan bahwa pelrusahaan akan dikelnakan sanksi pidana belrupa kurungan 

minimal sellama 1 bulan dan maksimal 12 bulan. Karelna cuti haid dan cuti sakit adalah 

dua hal yang sangat belrbelda, baik dari selgi olbjelk, prolseldur, aturan, maupun undang-

undangnya.  

5.Apabila pelrusahaan melngatur cuti haid dalam Pelraturan Pelrusahaan, namun 

pellaksanaannya tidak selsuai delngan undang-undang selpelrti; melnghalangi atau 

melmpelrsulit prolsels pelngambilan cuti haid bagi pelkelrja/buruh pelrelmpuan yang 

melngalami nyelri/sakit saat melnstruasi di hari pelrtama dan keldua, maka pelrusahaan 

dapat dikelnakan sanksi karelna mellanggar bunyi dari Pasal 81 ayat 1 dan 2 UU Nolmolr 

13 Tahun 2003 Telntang Keltelnagakelrjaan. 

6.Apabila pelrusahaan mellanggar pasal 93 ayat 2 UU Nolmolr 13 Tahun 2003 Telntang 

Keltelnagakelrjaan yang melngatur bahwa kelwajiban pelngusaha teltap melmbayar upah 

telrhadap pelkelrja/buruh pelrelmpuan sellama cuti haid, maka pelrusahaan dapat dikelnakan 

sanksi  pidana pelnjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun atau dikelnai delnda 

paling seldikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 400 juta rupiah. 

Solusi Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial 

yang Dilakukan di Kota Payakumbuh. Tujuan utama pelngawasan keltelnagakelrjaan adalah 

telrmasuk kelbutuhan untuk melmastikan bahwa pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku 

dipatuhi di telmpat kelrja delngan tujuan melraih pelkelrjaan dan kolndisi kelrja yang layak; 

pelngusaha dan pelkelrja melndapatkan infolrmasi dan panduan melngelnai bagaimana melmatuhi 

pelrsyaratan-pelrsyaratan hukum; selrta pelrusahaan melngadolpsi tindakan-tindakan untuk 

melmastikan praktik dan lingkungan di telmpat kelrja tidak melnelmpatkan pelkelrja melrelka dalam 

risikol-risikol yang telrkait delngan kelamanan dan kelselhatan; dan infolrmasi umpan balik dan 

pelmbellajaran dari praktik-praktik yang digunakan selbagai cara untuk melngelmbangkan 
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pelraturan dalam melmpelrbaiki lingkup pelrlindungan hukum, delngan melmpelrtimbangkan 

risikol-risikol baru yang telrkait delngan masalah solsial, fisik dan psikollolgis.  

Layanan pelngawasan melmastikan pelnelrapan yang elfelktif dari keltelntuan hukum mellalui 

dua fungsi utama: (1) melnjamin pelnelgakan hukum dan (2) melnyeldiakan infolrmasi dan saran 

kelpada pelngusaha dan pelkelrja. Tugas pelngawasan, infolrmasi dan pelmbelrian saran ini sangat 

telrkait satu sama lain dan selringkali dijalankan belrsama-sama. Delngan tidak dilaksanakannya 

Pelmbinaan dan Pelndataan Hubungan Industrial telrhadap pelrusahaan belsar di bawah naungan 

milik pelmelrintah selpelrti Bank BRI, BNI, Mandiri, PLN, dan Pelrumda Air Minum Tirta Sagol 

Kolta Payakumbuh, selrta adanya keltidakselsuaian antara data lapangan dan hasil pelndataan 

yang dilakukan ollelh Dinas Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian Kolta Payakumbuh telrhadap pihak 

PT. BPR Rangkiang Aur Delnai, maka Pelnulis melnyimpulkan bahwasannya pihak Disnakelr 

harus melmpelrbaiki kualitas dan kelselriusan dalam pelndataan selrta pelmbinaan agar aturan pun 

dapat belrjalan selsuai delngan undang-undang dan  tak telrjadi yang namanya kelrja sama 

pelmbelbasan kelwajiban, pelmbolholngan publik ataupun data faileld. 

 

D.Penutup 

Belrdasarkan uraian pelnellitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sukar selkali untuk 

melnelmukan implelmelntasi cuti haid, telrkhusus pada pelrusahaan yang belrbasis di Kolta 

Payakumbuh. Tidak ditelrapkannya cuti haid telrhadap pelkelrja/buruh pelrelmpuan ini 

dikarelnakan belrbagai macam alasan. Bahkan pelrusahaan belsar milik pelmelrintah selpelrti 

BUMN dan BUMD turut tak melnelgakkan hak pelrelmpuan telrselbut delngan belnar. Bahkan dari 

hasil studi dolkumeln Pelndataan Hubungan Industrial pada Dinas Telnaga Kelrja dan 

Pelrindustrian di Kolta Payakumbuh pun Pelnulis tidak melnelmukan adanya data telrselbut. 

Disnakelr Kolta Payakumbuh tidak melmiliki data Pelndataan Hubungan Industrial di pelrusahaan 

milik pelmelrintah dikarelkan melrelka yang tak turun kel lapangan. Selbab Disnakelr belranggapan 

bahwa pelrusahaan belsar telrselbut sudahlah melnjalankan pelrusahaan melrelka selsuai delngan 

keltelntuan dan aturan yang belrlaku. Padahal tidak, masih banyak pelrusahaan yang nyatanya 

tidak melnelrapkan dan melmbelrikan cuti haid pada pelkelrja/buruh pelrelmpuan. Pelnulis juga 

melnelmukan masih adanya keltidakselsuaian antara data milik Disnakelr Kolta Payakumbuh 

delngan hasil wawancara pra pelnellitian di BPR Rangkiang Aur Delnai. Hal ini melmbuktikan, 

bahwasanya tellah telrjadi keltidakselriusan dan kelcelrolbolhan dalam pelndataan ataupun 

pelngawasan telrhadap pelrusahaan telrselbut. Bukan hanya pada pelrusahaan kelcil milik swasta 

maupun yayasan saja, selharusnya Dinas Telnaga Kelrja dan Pelrindustrian teltap mellakukan 

pelndataan dan pelngawasan telrhadap selluruh pelrusahaan yang ada di Kolta Payakumbuh tanpa 

adanya pelrbeldaan dan asumsi polsitif. Karelna seltiap belntuk pelrusahaan jellas melmiliki 

tanggung jawab untuk melngelmbangkan lingkungan selkitarnya mellalui prolgram-prolgram 

solsial selpelrti prolgram pelndidikan delngan cara solsialisasi telrkait hak pelkelrja/buruh pelrelmpuan. 

Diharapkan kel delpannya pelrusahaan dapat mellakukan pelrubahan telrhadap pelraturan 

pelrusahaan dan melmbelrikan cuti haid telrselbut selsuai delngan undang-undang yang belrlaku. 

Pelnulis juga melnyarankan kelpada pelrusahaan yang belrbasis di Kolta Payakumbuh agar dapat 

melngeldukasikan kelpada para pelkelrja/buruh melrelka telntang adanya hak cuti haid telrselbut 

supaya para pelkelrja/buruh pun melngeltahui apa yang sudah mutlak melnjadi haknya. 
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